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TRNAH BENGEKOK DAN YANG
SEJENIS MENJADI TANAH KAS DESA

MENTERI DALAM NEGERI

. a. bahwa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini
langsung bagil Kepala De-

merupakan sumber penghasgilan
o dan Peranghkat Deganya ditetapkan menjadi Sumber

Pandapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan. dalam

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran = Ksuangan Desa

bengkok Desa sebagal salah

b. bahwa pengelolaan tanahn
gatu ~sumber pendapatan Desa beium dikelola. ' melalul

APPKD sesuai dengan: ketentuan yang beFlaku:

. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan dan Pembangunan di Desa dalam rangka me-

5 nyelenggarakan tugas—tugas dari Pemerintah Pusat mau-
3 = z | o 5 - -
pun Pemerintah Daeran. maka perlu segera dilaksanakan

perubahan status tanah bengkok menjadi tanah kas Des

‘d. bahwa berhubung dengan iftu dipandang perlu menetapkan
Instruksi "Menteri Dalam Negersi tentang Perubahan

Status Tanah Bengkok menjadi Tanah Kas Desa.
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
" Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Megara Tahun 1974

Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Penga-
Nesa (Lembaran Negara Tahun, 1279 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3153).

3. Peraturan ...:..
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w . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun i9a2
tentang Ghuambe Fendapatan clan Kekayaan Desa
Fengurusan dan Fengawasannyd.

4. FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982

" tentang Kedudukan dan kKedudukan Keuangan Kepala Desa,
Gekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-—
kepala Dusun. . :

5. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991
tentang Fenyusunan Anggaran Fenerimaan dan Fengeluar—
an Keuwangan Desa. g

&. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6  Tahun 1988

rentang  Frosedur  Fenetapan Froduk—produk  Hukum  di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MENGINSTRUKSIKAN

Fepada v 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
2. Bupati/Walikotamadya kKepala Daerah Tingkat 1 selurub
Indonesia.
Ln il i
FERTAMA 5

Melaksanakan pgrubahan  Status Tamah Benghkok dan  yang
s@ienis menjadi Tanah Kas Desa sebagai salah satu Sumbe
Fendapatan Desa yang pengelolaannya diproses melalul
AFRFED - .
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Menetapkan Tata cara perubahan  Status Tanah Benghkok
dan vang sejenis menjadi Tanah Kas Desa (TED) dengan
berpedoman pada peltuniuk pada Lampiran Instruksi Menteri
Dalam Negeri ini.

KOE T I G A @ Melaksanakan Inventarisasi seluruh Tanah Kas Desa yang
menjadi  sumber  pendapatan Desa berikdlt  dengan  perun-

- tukannya/penggunaannya serta luasnya yang disusun clanl am
o
X hertuk buku per Desa dalam setiap Kabupaten.

CEREMFAT p Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Mente-
Fi Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Femerintahan Umun
dan Qtonomi Dagrak.

EL TMA r Instruksi ind mulail berlake sejiak tanggael ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pacla tanggal lt{ﬂ\'@mqu_

MENTERI DALAM GERI

RUDTINI.
Tembusan :
1. Bdr. SBekretaris Jenderal DEFDAGRI ;
au Bdre Inspektur Jenderal DEFDAGRI ;

HeoBdre. FPara Direktur Jenderal oi Lingkungan DEFDAGRT j
4o Selire Fara KOARAN di Lingkungan DEFDAGRT .



o

]

f-i

—

LAMETRAN MENTERI DALAM NESERI

TANGGAL

PEMGERTIAN.

AL

Tanrah Bengkok adalah  tanah Des vang pada saat  inid
dikelnla dan menjndi penghasilan langsung bagi Aparat
FPemerintah Desa

Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang hasilinya
men jadi Sumber Pendapatan Desa.

Parubahan Status Tanah Bengkcok yang semula dikelola dan
merupakan penghasilan langsung bagi aparat Desa dirubsh
statusnya menjadi Tanah Kas Desa. sehingga ;merupakan

Sumber Pendapatan Desa dan dikelola wmelalui Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APFRLD),.

POKOK PEMIKIRAN.

AL

i1l

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dari semua

hegiatan pemsrinotahan  yang meliputi penyelenggaraan
Femerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu

didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Menyadari Thal tergebut di atas, telah dlumb]l langkah-

langkah kKebiljaksanaan sebagai tindak lanjut dari Undang-

undang Momor 5 Tahun 1979 teqtang Pemerintahan Desa yang

ditetapkan dalam ' ‘

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 19832
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan
dan Pengawasannya. '

2. imrﬂturnn Menteri: Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983
Eunfﬂng Pungutfamn Desa,y
3. Peraturan Menteri Dalan Fageri Nomor 4 Tahun 19872
Lentang Keduodulian dan peduduakan Heuangan Kepala Desa,
kretaris Deso. Mepala-kepala  Urusan  dan Kepala-
kemnala Dusun . "
4. Peraturan  Meptard Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991

tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
Keuangan Desa.
Tingkat kemampuan Keuangan Desa dewasa ini pada umumnya
masils zangat terbatas, =ehingga dengan keterbatasan itu
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan di tingkat

Deza belium sebagaimanz yang diharapkan.

w

kol  wvang marupakan salah satu  kekavaan Desa

ini dikeiola dan merupakan mendapatan langsung

2lfakti apabkila dikelola

dapat mamberikan
panghazils bty
Atas dese tersebut  dianggap  perlu untuk

merubah status Tanah Benglkok menjadi Tanah Kas Desa

LIT. TUJUAM ... ...
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V.

Tu juan perubahan statuz tanah bengkok menjadi Tanah la=z Desa
udﬂian untuk  meningkatkan dayaguna dan  hasilguna AT
ann1enggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

¢

maximal daleam

o
pembangunan sehi ‘ema semakin  mampu  menyelenggarakan

.
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urusan rumalh tanﬂgan”ﬁ zendiri.

Sasaran perubahan Status Tenah Bengkok menjadi Tanah Kas

b

Dess  adalah Desa-desa vang memiiiki Tanah Bengkok atau
J

sejenis wang merupakan penghasilan langsung bagi aparat
Dasa yang Derﬁingkutan‘ .

7. Sasaran pendataan Tanah Kaz Desa adalah agar terkumpuinya
data mengenai Tenah Kas Dema yang meliputi :
a. Jumlah luaz keseluwruhban Tanah Desa di  setiap  Daerah
Tingkat IT.
Ir. Jenis—jenis dan perunftukan dari Tanah Kas Desa.
¢. Jumlah hasil pendapatan Desa per tahun.

PELAKSANAAN.

A. Perubahan Statuz Tanah Benghok menjzdi Te ah Kas Desa.

1. Sebagai pelaksanaan FPeraturan Menteri | Dalam Negeri
Nomoir 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber . Pendapatan
dann Kekayaan Desgsa, Pengurusan dan Pengawasannysa,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Peraturan
Daerah Tinghkat I tentang Sumber-sumber Pendapatan dan

[

&
Kekayaan 2s Pengurusan dan Pengawasannya, yang di

a
dalamnya menetapkan perubahan status Tanah Bengkol
wen jadi Tanah Kas Desa dan Sumber Pendapatan Desa.

v 2. FPetunjuk pelaksanpan Feraturan Daerah Tingkat I ditu-
anglan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

=l

vang antara lain memuat ;
Pelaksanaan perubahan Status Tanah Bengkok menjadi
Tanih Kas Dgga dilaksanakan secara bertahap.

h. Waktu pelaksanaan: perubahan Status Tanah Bengkok
menjadi  Tanah Kaz Desa dilaksanakan pada saat
akan berikhir>mL5m jabatan Eepala Desa

c. Dengan berakhirnyz masa jahatan Ke

epala De=za maka
aelurull tanah bongskok vang dikeliola dan menJods
parghiand ioan Tansi Aparet Pemeraintah Dega heruabah

Tarnah kas Deoas (TEDY.

d Dengkok vang telalh bherubah
statuztvya  menjadd Tanah Eas Desa,  yvang mersupakan
gumber  pendapaten Desa. dikelola melalul  Anggaran
PBanerimaan dan Fengeluaran Keuangan Desa (AFPKDY).

2. Bupaiti Kepals Dasrah/Walilkobtamadya Daesrah Tingkat IT

menarhitkan Inztruksi sebaegal pelaksanaan dari  Pera-

]
turan Daerah Tingkat I beserta petunjul pel Lﬁanmﬂnnya




sire vary menehapkarn

moniacti Tanah

E Tarial
dilaksanakan npada masa Jjabatan  FKepala
alan bgrahhir sgrta pengalibhan status tanah
s kol dimaksud diumumban kepada  masvarakat/bakal
. lon Kepala Desa vang baru. .

. Fanjabat Hepala vang ditunjul ditugasi ontuk

memye Lesaikan palaksanaan perubabhan  status  Tarah

Banglkok menisdi Tanah Keas Desa.

. Apablla kemampuan Anogaran Fenerimaan dan Fengeluar
an Feuangan Desa (APPED)Y semungkinkan dapat diberi—
-k

Desa antara 1s

an ., pengh aibxahan bhagl  Aparat  Pemseintah

ilam ot

fomeliputi o

L. Tunjangan anak/isteri dengan ketentoaan jumlah

anak vang menerima tunjangan sabanvak-banyalknyva

.
20

Zoarang dan vang bersangkatan belom bera
tahun ataw belum peroabh menikah. t
2. Tunjiangan lauk pauk.

). Tumjangarn Jabatarn.

A4Y. Twniangan Operasional {pembinaan wilayvah).

9. Tunjangarn kenaikan penghasilian tetap untul  s@e-
tiap 4 Tamnun sekali.

5. Darn lain—-lairn.

- =y
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H. Fenogelolaan Tanah kas Desa.

i

Lo Froses penestapan Pengelolaan Tanah Kas  Desa  dimaksod
dilabtsanakan dengan cara lelang di depan umum,  dan
dipimﬁin% Larigsurng oleh Camalt yang membawahi  Desa
tereebhat. dengaean membentul panitia mewaslelang  yang

Leanggoitaannya meliputid o
A ) I Pemhinafﬁ@ngawéﬁ shamn e eeaeneb Lamal.,
) 2. tuwa meranghap Anggobta o ... Eepala  Desa atan
siiabal pala e
3. r Sekretaris Desa,
t Berndaharawan Deosa.
ma e aenaw e nwwwnwennwd GEDUA Bidang  Fane-
‘ wintahan pacdsa LMD,
vameawewreassananaa=w i Ehtua Bidamg Femba-
rmgunan pada WD,
mawema e wnwmanenadeaaon LElua Bidarmg Kema-
' syarabatan pada LED
dart  Toooby/ Pemuka
masyvarakat lainnye.
w5 i

i

Farnyesa/Pelalang adalal

D-ikut

sbemnnat Recuall bila itu disowalkan

Lasmi TTRI) .

dari penawaran

Tandans

Trrier

ey il

lainmyva.
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3). Telah membayar uang muka sedikit-dikitnya 295 %,
sedang sisanya paling lambat dalam waktu 3 bulan
berikutnya telah dilunasi. .

4). Masa lelang Tanalh Kas Desa berlaku selama i{satu)
Tahun fAnggaran.

-

3). Hasil Izlang ” Tanalh Kas Desa tersebut merupakan
salah satu  sumber pendapatan asli Desa dan
dikelola dalam Anggaran Penéfi@gan dan Pengeluaran

Keuangan Desa.
C. FPendataan.
1. Bupati/Walikotamadya ‘Kepala Daerah Tingkat 11

melaksanakan pendataan tanah-tanah Desa sebagaimana
butir IV no. 2.

5}

Data tersebut disusun dalam bentuk buku yang menggam—
barkan luas/lokasi/jenis pemilikan tanah Desa pada
masing-masing Desa dalam suatu Kabupaten/Kotamadya.

A

Buku data Tanah Desa  tersebut disampaikan kepada
Bubernur Kepala Dasgrab Tingkat I.

4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melaporkan hasil
pendataan kepada Menteri Dalam Negeri c.g Dirjen PUOD.

VI. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I memantau dan melaporkan pelaksanaan

instruksi ini kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur
Jenderal FPUOD.

‘ rd
MENTERI DALAM NEGEWI,

REUDINI.
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